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ABSTRAK  :  -  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, 

yang menyatakan Pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, bahwa berdasarkan 

ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota 

wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah 

dikuasai dan didokumentasikan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. 

 

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas 

ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017;  UU No. 1 

Tahun. 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 

No. 6 Tahun. 2020; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 

Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU No. 147/HK.04-

Kpt/6210/KPU-Kab/XI/2020. 

 

-  Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim 

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Tim Pembina bertugas 

perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH, penyusunan 

dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi 



dan informasi hukum, supervisi  terhadap kualitas pembangunan  hukum dan 

pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan 

yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Tim Teknis bertugas 

menjamin   ketersediaan   dokumentasi   dan   informasi hukum yang 

lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan    

pengunggahan    seluruh    kegiatan    yang berkaitan dengan bidang hukum, 

melaksanakan  kegiatan  pengembangan  sumber  daya manusia untuk 

meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, dan melakukan evaluasi per 

semester dan laporan tahunan. 

 

Catatan  : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 November 2020. 

            -   Lamp. : 3 hlm. 


